
7

BUPATI NGANJUK

KEFUTUSAN BUPATi NGAN"TUK
NOMOR. 188/ 05 tKt4I1.0l3/2010

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
LINTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN
PEMBAYARAN ( SKPP ) GAJI DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAF{UN ANGGARAN 2010.

Menimbang

Mengingat

BUPATT NG,{tr{.F{JK,

bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan taat
perundang-undangan, untuk melakukan pembayaran dan pemberhentian
pembayaran gaji Pegawai Negeri sipil ( PNS ) yang memasuki pensiun, mutasi
keluar daerah, diberhentilcan dengan hormat dan meninggal dunia yang mengacu
pada Pasal 204 ayat ( 3 ) huruf q Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 20CI7, maka
perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat
Keterangan Pernberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji di Pemerintah Kabupaten
Nganjuk rahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendahataanNegara ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab l(euangan Negara ;

undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan
Pengawasan Penyeler"rggaraan Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedornan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nornor 59 Tahun 2AA7 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentangTata cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
serta penyampaiannya ;

9" Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Menetapkan

, PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Segala biaya yang timbul
Anggaran Fendapatan dan

2010.
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NNEiVIIJTUSK,AN ' ,,

Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat yang diberi wewenang
untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran ( SKpp )
gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010.

akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Fada
tselanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran

: Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkandi NGANJ U
padatanggal 4 - | - 201,0

BUPATI NG,ANJUK

K

dto

DTs. H. TAUFIQURRAHMAN

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NrP. 19640t27 198903 I 005

Disalin sesuai dengan aslinya
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DAFTAR : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG LINTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN
PEMBER.HENTIAN PEMBAYARAN ( SKPP ) GAJI DI PEMERINITAF{

KABUPATEN NGANJUK T'AI{{JN ANGGARAN 2010.

No. Nama Jabatan Dalam
Dinas

Wewenang yang
diberikan

Tanda
Tansan

Paraf

l. DTa. DYAH PUSPITA
RINI, M.Si

Kepala Bidang
Perbendaharaan
pada DP2KAD
Kabupaten Nganjuk

Menandatangani Surat
Keterangan Pemberhentian
Pennbayaran ( SKPP ) Gaji

E{JPATI NGANJUK
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Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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